BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA

PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

bahwa dalam rangka mewujudkan program Pemerintah untuk
meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional, perlu memberikan Tunjangan
Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara
Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);



2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.

2. Bupati adalah Bupati Madiun sebagai Kepala Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam
penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Madiun.

5. Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN)
yang selanjutnya disebut Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil
Negara adalah Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja/dipekerjakan
pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Madiun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang
pengangkatannya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Perangkat Daerah.

6. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian
kerja antara pegawai dengan Perangkat Daerah untuk
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau
untuk pekerjaan tertentu.

7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber

dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



9.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya Tahun

2021 kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai

wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara

dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3
Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
a. Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
dan
b. Pegawai Tidak Tetap.
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah :
a. Guru Tidak Tetap yang ada di satuan pendidikan jenjang
TK, SD, SMP; dan
b. Pegawai Tidak Tetap yang ada di satuan pendidikan
jenjang TK, SD, SMP.
Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Perangkat Daerah.
Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk PPPK,
pimpinan dan pegawai BLUD sudah diatur dalam Peraturan
Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan

Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun 2021.



Pasal 4

(1) Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;

b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan telah
melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan
terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak
pengangkatan atau penandatanganan perjanjian Kkerja;
dan

c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara belum
melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan
terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka tidak

dapat diberikan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5
Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
yang besarnya tidak mengacu pada penerimaan 1 (satu) kali gaji
namun disesuaikan dengan kemampuan daerah adalah
sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal
Hari Raya.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya
dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah

Daerah.



BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Perangkat Daerah berkenaan.

(2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diajukan melalui Surat Perintah Membayar
(SPM) Langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Tata Cara pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat
Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari
Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 9
(1) Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi
Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10
Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun

Tahun Anggaran 2021.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 7 Mei 2021
BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 7 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 16

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006




